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Abstract

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang terencana dan sistematis
dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat secara mandiri untuk mencapai tujuan
belajar. Penelitian evaluatif ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait
kebijakan merdeka belajar di satuan pendidikan nonformal, dengan mengoptimalkan data
sekunder yang berasal dari dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kegiatan serta
berbagai referensi yang relevan dikumpulkan dengan pengembangan matriks
dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan
kesimpulan. Untuk menghadirkan merdeka belajar dalam proses belajar yang berkualitas
di satuan Pendidikan nonformal, memerlukan sumber daya tutor yang berkualitas agar
proses belajar juga berkualitas. Disinilah pentingnya perhatian pemerintah pada
pendidikan tinggi yang menyiapkan tutor. Untuk itu Alternatif rekomendasi yang patut
dipertimbangkan oleh pemerintah antara lain: (1) kebijakan proses belajar merdeka, (2)
kebijakan tutor berkualitas merdeka, (3) kebijakan peningkatan pembiayaan program
pendidikan tutor berasrama dan (4) kebijakan kurikulum merdeka belajar. Penelitian ini
masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat dibutuhkan dalam
penyempurnaan karya selanjutnya.

Keywords: evaluasi kebijakan, merdeka belajar, pendidikan nonformal

PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang terencana dan sistematis
sebagai jalur alternatif belajar masyarakat. Melalui pendidikan nonformal masyarakat
mendapatkan kesempatan untuk belajar secara sederhana dengan prinsip fleksibilitas
yang tinggi serta relevan dengan kebutuhan belajar masyarakat.[1][2][3] Secara umum
tujuan dari pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat
dasar dan kebutuhan tingkat lanjut. Kebutuhan tingkat dasar seperti pendidikan
keaksaraan, kesetaraan, dan pengetahuan umum lainnya, sedangkan kebutuhan tingkat
lanjut seperti pendidikan kesenian, pengajian dan sebagainya. Selain itu, pendidikan
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nonformal menyediakan program-program unggulan dengan tujuan untuk membantu
masyarakat dalam mengembangkan bakat, minat serta keterampilan sehingga tercipta
sumber daya manusia (SDM) unggul.[4][5][6]

Diantara faktor yang mempengaruhi SDM unggul adalah mutu satuan pendidikan
nonformal, namun kendala yang masih dihadapi diantaranya kualitas lulusan. Apabila
dibandingkan dengan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan,
maka lulusan pendidikan satuan nonformal belum mampu bersaing untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak dan relevan dengan kompetensi yang dimiliki. Oleh sebab itu,
pemerintah sangat fokus dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui proses
pendidikan nonformal dengan diterapkannya kebijakan merdeka belajar.

Merdeka belajar mempunyai arti kemerdekaan dalam belajar, yaitu adanya
kesempatan belajar yang sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada siswa
untuk belajar dengan santai, gembira, tenang tanpa stres dan tekanan dengan
memperhatikan bakat alami yang dimiliki siswa tanpa adanya pemaksaan untuk
mempelajari dan menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan
mereka sehingga siswa mempunyai portofolio yang sesuai  dengan
kegemarannya.[7][8][9]

Sejatinya, penerapan merdeka belajar pada satuan pendidikan nonformal sudah
lama dilakukan, hal ini ditandai dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk
belajar dengan prinsip kemudahan dan fleksibilitas waktu belajar disesuaikan dengan
kebutuhan. Selain itu, penerapan belajar yang terpusat pada siswa sudah lama dilakukan
hal ini ditandai dengan adanya modul-modul belajar yang tersedia secara cetak dan
modul elektronik yang secara terbuka dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Sebagai lokomotif pendidikan nasional, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan
Ristek-Dikti mengeluarkan berbagai paket kebijakan dalam rangka mensukseskan
merdeka belajar yang tertuang dalam kebijakan antara lain: (1) Ujian Sekolah
Berstandar Nasional diselenggarakan di Sekolah dengan bentuk tes untuk uji
kompetensi dan portofolio, (2) Ujian Nasional diubah menjadi Asessment Kompetensi
Minimum dan Survei Karakter, (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang hanya
terdiri dari komponen Tujuan Pembelajaran, Kegiatan pembelajaran dan Asessment,
dan kebijakan yang ke (4) terkait Peraturan Penerimaaan Peserta Didik Baru zonasi
Kemendikbud tetap menggunakan Sistem Zonasi dengan adaptasi yang lebih fleksibel
untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kulitas diberbagai daerah.[10][8]

Empat program pokok kebijakan pendidikan nasional tersebut harus mampu
terealisasi dengan baik sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan
meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat
bergerak bersama dalam mengimplementasikan empat program kebijakan pendidikan
nasional melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Namun permasalahanpun
bermunculan terkait cara dan teknik penerapan merdeka belajar dalam proses belajar
mengajar. Hal ini disebabkan karena dewasa ini pembelajaran yang diterapkan oleh
tutor masih konseptual yang berpusat pada tutor, hal ini berlawanan dengan konsep
belajar masa kini bahwa belajar merupakan proses menggerakkan siswa dengan
pendekatan dari belajar menjadi pembelajar, dimana tutor berfungsi sebagai mitra
belajar dan siswa merupakan subjek sekaligus objek belajar dengan belajar secara
mandiri dan terpusat pada siswa. Disamping itu pula, dalam menginternalisasikan
konsep merdeka belajar diperlukan kualifikasi dan kompetensi tutor yang relevan. Hal
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ini menjadi perhatian bersama bahwa kebanyakan tutor merupakan SDM pinjam pakai
yang berfungsi sebagai mitra satuan pendidikan nonformal. Ini terjadi dikarenakan
satuan Pendidikan nonformal belum memiliki tutor tetap dan kebanyakan belum
memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan nonformal.

Berdasarkan data dan fakta tersebut, maka penelitian ini menawarkan rumusan
masalah: Bagaimanakah kebijakan merdeka belajar pada satuan pendidikan
nonformal serta berbagai problematika yang dihadapi? Berdasarkan masalah
tersebut, kajian ini penting dilakukan untuk menelaah secara mendalam dari perspektif
evaluative kebijakan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang strategis dalam
peningkatan mutu Pendidikan dan terkhusus terkait implementasi merdeka belajar.

METODE

Penelitian evaluasi kebijakan berbasis tujuan yang dipopulerkan Tyler ini
dilakukan pada kebijakan merdeka belajar pada satuan  pendidikan
nonformal.[11][12][13][14][15] Pentingnya memilih pendekatan evaluasi kebijakan
berbasis tujuan karena kebijakan merdeka belajar sudah berusia lebih kurang dari tiga
tahun berjalan terhitung sejak tahun 2019, sehingga secara konseptual maupun empirik
kebijakan ini layak untuk dilakukan evaluasi keberhasilannya. Data penelitian diperoleh
dari hasil analisis dokumen norma, standar, prosedur, kegiatan serta referensi lain yang
relevan kebijakan merdeka belajar yang diperoleh dari laporan kegiatan, materi paparan
kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek-Dikti, naskah rencana strategis
serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang secara berkala dilaporkan oleh
penyelenggara kebijakan. Hasil pengumpulan data tersebut dianalisis secara naratif
dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan sebagaimana yang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman.[16][17][18][19][20]

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Nonformal

Kebijakan merdeka belajar memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar
sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga tercipta manusia unggul. Hal ini berdampak
secara langsung pada tata Kelola satuan Pendidikan nonformal, dimana untuk
mengakomodasi kebebasan belajar siswa harus menyiapkan sumber belajar, kurikulum,
program-program Kkerja satuan Pendidikan yang kontekstual berbasis pada masalah dan
project keterampilan.

Carl R. Rogers (1969) berpendapat bahwa merdeka belajar mengacu pada 5
elemen antara lain: (1) Keterlibatan aktif siswa, (2) Inisiatif diri, (3) Belajar yang
bermakna, (4) Mengevaluasi pembelajaran, dan (5) Esensial dari pembelajaran.[21][22]
Atau perspektif Elaine B. Johnson (2002) merdeka belajar mengacu pada 3 prinsip: (1)
ketergantungan, (2) regulasi untuk diri sendiri, (2) differisiensi.[23] Perspektif lain
seperti Mezirow merdeka belajar mengacu pada membelajarkan kerangka acuan
berfikir baru, mengubah cara pandang, mengubah kebiasaan, dan mengelaborasi cara
berfikir saat ini.[24][25][26] Maka konsep Merdeka Belajar Mendikbud lebih terlihat
sebagai langkah merdeka mendikbud untuk melakukan sejumlah perubahan kebijakan
seperti:
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a. USBN diganti dengan Penilaian Satuan Pendidikan

USBN kepanjangannya adalah ujian sekolah  berstandar  nasional.
Penyelenggaraan USBN tingkat selama ini di bawah koordinasi dinas pendidikan dan
saat ini sudah menggunakan system ujian berbasis computer (CBT). Penyusun naskah
soal USBN merupakan perpaduan antara soal dari tim penyusun naskah pusat dengan
soal yang dibuat oleh tim penyusun naskah dari propinsi.[27][28] Kebijakan
penghapusan USBN jika didasari oleh pertimbangan menyerahkan otonomi
keberhasilan belajar kembali kepada satuan pendidikan dan pertimbangan pengalihan
anggaran USBN untuk kepentingan peningkatan kompetensi tutor bisa diterima, tetapi
perlu juga dipertimbangkan bahwa jangan sampai penurunan Kriteria kompetensi
minimal (standar kelulusan) secara menyuluruh. Karena yang disadari bahwa setiap
satuan pendidikan memiliki standar kelulusan yang sangat beragam. Oleh karena itu
jika penilaian kelulusan diserahkan ke satuan pendidikan maka diperlukan proses
pengawasan dan evaluasi terhadap model penilaian dan serta instrument yang
digunakan satuan Pendidikan untuk menilai kelulusan siswa.

b. Ujian Nasional diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei
Karakter

Ujian nasional juga sebagai pengukuran tingkat kompetensi siswa secara nasional
terhadap kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional. Pertimbangan pemerintah
melakukan penghapusan ujian nasional diantaranya adalah karena materi UN dinilai
terlalu padat sehingga siswa dan tutor cenderung menguji penguasaan konten, bukan
kompetensi penalaran. Jika hal ini dijadikan alasan penghapusan UN dan apabila
ditinjau dari isi kurikulum, maka orientasi kegiatan pembelajaran meliputi 3 ranah yaitu
sikap, pengetahuan dan keterampilan. Aspek sikap mencakup sikap spiritual dan sikap
social sedangkan pada aspek sikap social diharapkan siswa memiliki sikap dan
kepedulian social yang sesuai dengan norma, kaidah, aturan yang berlaku di budaya kita
sebagai warga Negara, masyarakat yang berbudaya Indonesia.

Pada ranah pengetahuan, pada akhir pembelajaran diharapkan siswa memiliki
kompetensi pengetahuan tentang materi-materi belajar sebagaimana yang tercantum
pada KD (kompetensi dasar) setiap mata pelajaran sebagaimana yang tercantum dalam
kurikulum pendidikan nasional. Materi-materi mata pelajaran ini wajib dikuasai oleh
siswa minimal sama dengan KKM (Kriteria ketuntasan minimal) yang ditetapkan oleh
lembaga satuan pendidikan. Fungsi kompetensi pengetahuan ini adalah sebagai penentu
dalam proses kenaikan kelas, ujian akhir sekolah serta masuk ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi. Sehingga penguasaan siswa terhadap materi dalam KD-KD setiap
menjadi motivasi utama untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran.

Oleh karena itu jika ada wacana yang mengatakan bahwa “materi itu tidak
penting, karena semua materi pelajaran di Pendidikan nonformal sudah terdapat di
google/web/internet dan dapat diambil kapanpun, dimanapun serta dapat dikuasai oleh
siswa tanpa bantuan tutor sekalipun, namun yang terpenting adalah kemampuan
mendapatkan materi dan kemampuan mengolah informasi menjadi konsep oleh siswa”.
Menurut penulis wacana ini tidak seluruhnya salah atau benar, tetapi materi dalam mata
pelajaran adalah sebuah motivasi yang terbesar yang ada dalam pikiran siswa selama
mereka menjalani proses pendidikannya. Jika materi yang sudah mereka pelajari dengan
susah payah tersebut tidak diujikan, apa artinya perjuangan mereka untuk menjadi tahu,
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menjadi paham, menjadi ahli di materi tersebut yang telah dipelajarinya selama-selama
bertahun-tahun. Fenomena yang berkembang saat ini satuan pendidikan itu
pengetahuan, lulus dari satuan pendidikan itu berarti lulus terhadap ujian terhadap KD-
KD setiap mata pelajaran.

Tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa PROSES belajar juga sangat penting
disamping PRODUK belajar. Bagaimana proses belajar yang telah dijalani siswa
memang dapat diukur pada proses asesmen kompetensi minimum (AKM), yang
hakekatnya merupakan kompentensi yang telah melekat pada diri setiap siswa setelah
mereka menjalani proses pembelajaran.[29][8] Oleh karena itu jangan dibandingkan
mana yang lebih penting hasil belajar ataukan proses belajar. Atau dengan kata lain
mana yang lebih penting ujian materi (pengetahuan) ataukah asesmen kompetensi
minimum. Jadi, keduanya sama-sama penting dan wajib ada penilaian baik pada aspek
pengetahuan maupun kompetensi dasar literasi, kompetensi berhitung. Berkaitan
dengan paparan tersebut ujian pengetahuan maupun AKM, keduanya wajib diadakan
dan jangan dihilangkan salah satunya.

c. Perencanaan Pembelajaran Yang Efektif

Setiap tutor dalam mengajar diharapkan untuk Menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP), vyang terformulasi secara lengkap, efisien dan bisa
diimplementasikan. Kebijakan ini memang sangat mengurangi beban tutor yang terlalu
berat, terutama yang berkaitan dengan pembuatan RPP yang dapat mencapai dua puluah
halaman dalam satu RPP. Tetapi pembatasan hanya menjadi satu halaman
dikhawatirkan RPP kurang memiliki esensi yang sebenarnya semakin lengkap RPP
berarti sebagian besar proses yang dikerjakan tutor sudah berlangsung. Sebaiknya RPP
tidak perlu dibatasi jumlah halaman, yang terpenting adalah RPP yang dibuat dapat
membantu tutor dalam membuat skenario pembelajaran mulai persiapan, pelaksanaan
sampai dengan evaluasi pembelajaran. Semakin baik perencanaan untuk sebuah proses
pekerjaan maka semakin dekat tujuan yang dicapai dalam proses pekerjaan
tersebut,[30][31][32] dan hal ini juga berlaku pada kegiatan pembelajaran yang
dilakukan oleh tutor.

Hal terpenting dalam RPP adalah menetapkan model pembelajaran yang
dilakukan oleh tutor. Untuk menjalankan model pembelajaran tersebut tentu diperlukan
perangkat persiapan, alokasi waktu yang diperlukan, media pembelajaran, materi
penunjang, dan perangkat penilaian / asesmen yang apakah yang paling tepat digunakan
untuk mengukur kompetensi siswa dengan menggunakan model pembelajaran tersebut.

d. Zonasi PPDB Lebih Fleksibel

Kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru diakui memiliki tujuan jangka
panjang yang sangat baik, yaitu melakukan pemerataan mutu pendidikan di setiap
wilayah. Banyak dampak positip yang akan dirasakan ketika system zonasi PPDB ini
berlangsung sesuai dengan harapan idealnya, misalkan persebaran jumlah dan kualitas
tutor yang merata, sarana dan prasarana setiap satuan pendidikan tidak ada ketimpangan
yang terlampau jauh, output yang dihasilkan oleh setiap satuan Pendidikan relative
sama sehingga lulusan sekolah manapun memiliki peluang yang sama ketika memasuki
pendidikan tinggi yang diinginkan oleh siswa.[33][34]
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Tetapi fakta saat ini adalah sebagian calon siswa dan orang tua hanya masih
percaya terhadap satuan pendidikan tertentu dan ada yang tidak percaya terhadap
kemampuan satuan pendidikan yang jaraknya terdekat dengan tempat tinggalnya.
Mereka merasa khawatir cita-citanya akan kandas jika tidak melangsungkan pendidikan
di satuan pendidikan yang diimpikannya sejak awal. Pekerjaan mengubah mind set
seseorang atau sebagaian besar calon siswa dan orang tuanya bukanlah sebuah
pekerjaan yang mudah. Aturan yang bersifat pemaksaan hanya akan mengakibat
dampak yang sangat negative, yaitu yang berkaitan dengan motivasi belajar dan
kepercayaan diri. Oleh karena itu tampaknya era kementerian pendidikan saat ini
mencoba mengambil jalan tengah antara tujuan besar dalam dunia pendidikan dengan
hak warga Negara untuk menentukan pilihannya. Penentuan komposisi antar setiap jalur
harus dievaluasi untuk mengakomodir banyak kepentingan yang saling berbenturan satu
sama lain.[35] Kemendikbud perlu melakukan evaluasi proses dan hasil pendidikan
sebelum menerapkan kebijakan baru, perlu melakukan kajian yang mendalam
berdasarkan data pencapaian sebelum menerapkan kebijakan baru. Padahal substansi
Merdeka Belajar seharusnya ada pada proses belajar yang memerdekakan. Siswa dan
tutor bersinergi secara merdeka mengembangkan kualitasnya menghadapi dunia yang
terus berubah dengan tantangan yang sangat kompleks di era revolusi generasi ke empat
(4.0), era masyarakat digital dan era disrupsi.

2. Faktor-Faktor Pendukung Merdeka Belajar
Berikut ini catatan kelebihan dan kelemahan kebijakan Merdeka Belajar
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan:

Tabel 1. Kelebihan dan Kelemahan Merdeka Belajar

Pelaksanaan
Pembelajaran

administratif karena membuat RPP hanya Tiga
komponen inti yaitu (1) Tujuan Pembelajaran;

Kebijakan Kelebihan Kelemahan

Ujian Sekolah | Sekolah otonom membuat model test | Karena belum ada standar maka

Berstandar kompetensi siswa, baik tulis maupun model | memungkinkan kualitas test

Nasional (USBN) | portofolio. tersebut bermasalah.

Ujian  Nasional | Model Asessment Kompetensi Minimum dan | Cenderung memudahkan karena

(UN), Survei Karakter, secara psikologis tidak | hanya kompetensi minimum dan
menjadi beban siswa dan tutor. penilaian karakter melalui survei

itu kurang komprehensif.
Rencana Tutor tidak terjebak pada pekerjaan | Memungkinkan tutor abai pada

proses dan media pembelajaran
yang efektif karena

Adapun komposisi PPDB jalur zonasi dapat
menerima siswa minimal 50 persen, jalur
afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan
maksimal 5 persen, selebihnya jalur prestasi 0-
30 persen.

(RPP) (2) Kegiatan pembelajaran; dan (3) Asessment. | ketidakjelasan metode dan media
pembelajaran

Peraturan Sistem Zonasi dengan adaptasi yang lebih | Komposisi afirmasi dan

Penerimaaan fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan | perpindahan itu tidak merdeka.

Peserta Didik | akses dan kulitas diberbagai daerah. Daerah | Kebijakan zonasi juga

Baru (PPDB) | diberikan kewenangan dalam menentukan | sebetulnya tidak memrdekaan

zonasi proporsi dan menetapkan wilayah zonasi. | pilihan siswa dalam memilih

sekolah yang berkualitas.
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3. Pilihan Kebijakan

Untuk itu Alternatif kebijakan yang berorientasi lebih substantive yang patut

dipertimbangkan Mendikbud vyaitu (1) Kebijakan Proses Belajar Merdeka, (2)
Kebijakan Tutor Berkualitas Merdeka, (3) Kebijakan Peningkatan Pembiayaan Program
Pendidikan Tutor Merdeka Berasrama Untuk Sekolah Dasar dan Menengah, dan (4)
Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar.

No

Alternatif Kebijakan

Kelebihan

1

Proses Belajar Merdeka Untuk

Pendidikan Dasar
Menengah

dan

Lebih beroriantasi pada proses belajar yang
berkualitas, dengan menggunakan
pendekatan apa yang harus dikembangkan
berdasarkan  kebutuhan dan tingkat
perkembangan siswa, dengan
memperhatiakn prinsip-prinsip belajar.

Lebih berorientasi membentuk karakter
siswa cinta tanah air, dengan memahami
sejarah bangsa dan sumberdaya alam yang
berada disekitar satuan pendidikan.

Memberikan  kesempatan utuk  siswa
berkembang secara optimal dengan
menggunakan fasilitas yang berada di
lingkungan sekolah.

Memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mengembangkan potensi diri, dengan
berpegang pada standar kualifikasi lulusan
sesuai dengan standar kompetensi yang
dibutuhkan oleh lingkungan dan dunia
kerja.

Tutor Berkualitas Merdeka

Lebih berorientasi pada upaya
meningkatkan kualitas tutor yang dengan
berbagai pelatihan-pelatihan atau
Pendidikan khusus bagi tutor yang ada saat
ini.

Lebih memberikan kesempatan pada tutor
untuk mengembangkan kualifikasi dan
kompetensi dengan mengikuti berbagai
pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh
LPTK setempat.

Lebih memberikan kesempatan kepada tutor
untuk meningkatkan kemampuan dalam
proses belajar mengajar dengan cara
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No | Alternatif Kebijakan Kelebihan
magang melalui sekolah terdekat yang lebih
berkualitas.

Lebih memberikan kesempatan kepada tutor
untuk melakukan berbagai penelitian
tindakan kelas yang akan menambah
kemampuan tutor dan  memberikan
kesempatan kepada tutor untuk
menyebarkan hasil penelitian tindakan
kelasnya kepada teman teman sejawat.

Memberikan kesempatan kepada tutor
untuk berkembang secara profesional dan
memberikan kesempatan untuk menjadi
narasumber pada kegiatan  kegiatan
peningkatan kompetensi tutor dengan
menyajikan hasil tindakan kelas.

Memberikan kesempatan pada tutor untuk
menulis dan disebarkan secara nasional atau
internasional melalui jurnal yang terstandar.
Memberikan kesempatan pada tutor secara
aktif dalam organisasi profesi.

3 Pendidikan Tutor Merdeka | Lebih berorientasi untuk menyiapkan calon-
Berasrama calon tutor yang berkualitas merdeka di
pendidikan tinggi yang menyiapkan calon

tutor.
4 Kurikulum Merdeka Belajar Lebih berorientasi pada proses dan hasil.

Oleh karenanya kurikulum Pendidikan
dasar dan menengah harus dimerdekakan
baik secara konten maupun sumber
belajarnya. Namun dengan tetap mengacau
pada tujuan nasional pendidikan.

KESIMPULAN

1. Kebijakan Merdeka Belajar menuai banyak pertanyaan dari banyak ilmuwan
Pendidikan. Fokus Merdeka Belajar untuk Pendidikan Dasar dan Menengah hanya
terkait empat hal yaitu (1) Perubahan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional, (2)
Ujian Nasional, (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan (4) Peraturan Penerimaan
Peserta Didik Baru Zonasi. Padahal substansi bagaimana kurikulum merdeka belajar
yang mampu memberikan kesempatan yang luas bagi siswa mampu menyerap ilmu
pengetahuan sesuai dengan potensi dan kemampuannya.

2. Merdeka Belajar seharusnya ada pada proses belajar yang memerdekakan. Siswa dan
tutor bersinergi secara merdeka mengembangkan kualitasnya menghadapi dunia yang
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terus berubah dengan tantangan yang sangat kompleks di era revolusi generasi ke
empat, era masyarakat digital dan era disrupsi.

. Jika merujuk pada visi Indonesia yang ingin menghasilkan sumber daya manusia yang

unggul maka fokus perhatian merdeka belajar mestinya tidak pada hal-hal instrumental
teknis belaka apalagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan.
Tetapi betul-betul fokus pada orientasi kualitas lulusan sekolah dasar dan menengah
itu seperti apa untuk menghadapai tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian.
Untuk menghadirkan merdeka belajar dalam proses belajar yang berkualitas di satuan
Pendidikan nonformal itu memerlukan sumber daya tutor yang berkualitas agar proses
belajar juga berkualitas.

REKOMENDASI

1.

2.

Perlu ada langkah-langkah sistematis untuk hadirkan kebijakan lanjutan dari kebijakan
Merdeka Belajar.

Langkah sistematis tersebut meliputi (a) Diskusi Terpumpun atau Focus Group
discussion yang intensif, (b) Analisis data sekunder dari data-data evaluasi
penyelenggaraan pendidikan nonformal yang selama ini berlangsung, (c) analisis data
primer berbasis data riset mutakhir terkait proses penyelenggaraan Pendidikan
nonformal yang selama ini dilaksanakan, dan (d) analisis kualitas lulusan dan analisis
dari output dan outcome Pendidikan nonformal yang selama ini ada.

. Alternatif rekomendasi kebijakan yang patut dipertimbangkan Mendikbud saat ini

adalah (a) Kebijakan Proses Belajar Merdeka, (b) Kebijakan Tutor Berkualitas
Merdeka, (c) Kebijakan Peningkatan Pembiayaan Program Pendidikan Tutor
Berasrama bagi satuan Pendidikan nonformal, dan (d) kebijakan kurikulum merdeka
belajar.

Kemendikbud perlu memberi perhatian khusus pada perguruan tinggi yang
menyiapkan tutor- tutor untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar.

. Kemendikbud perlu segera merangkul semua LPTK dalam meningkatkan kualifikasi

dan kompetensi tutor.
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